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ABSTRAK : Bahwa Sistem Informasi Monitoring Keuangan merupakan sistem
yang dikembangkan oleh Biro Keuangan dan Barang Milik Negara yang
digunakan untuk melakukan pemantauan data realisasi hasil pelaksaan
anggaran. Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Keuangan berfungsi
sebagai alat pemantauan berjenjang dengan satuan kerja sebagai
penyedia data realisasi untuk mendukung pelaksanaan, pengendalian
dan evaluasi;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6570);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang
Negara / Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (Lembaran
Negara Repulik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara



CATATAN

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 TAHUN 2024 tentang Standar
Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;

Peraturan Komisi Pemilthan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/2016
Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;
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